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SOP Penetapan Hari Sidang
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Dasar Hukum

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah
dengan Undang-undang MNomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua
kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang
Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/OO4/SK/1992 tentang
Kepaniteraan Pengadilan Agama;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : KMA/O32/SK/IV/2006
tentang Pemberakuan Buku || pedoman Pelaksanaan Tugas dan Aministrasi
Peradilan;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/I/2012 tentang
Standar Pelayanan Peradilan;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor : 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan
Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;

Permenpan RB MNomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi

SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/111/2014 tentang naskah standar SOP
penyelesaian perkara

Keputusan Dirjen Badilag nomor 2081.b/DjA/OT.01.3/SK/10/ 2018 tentang
Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjamin Mutu Badilag;

|[Kualifikasi pelaksana
|[1- 51 Sederajat;

2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;
L
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Keterkaitan

||Peralatan/perlengkapan

1.

SOP Layanan Penerimaan Perkara

Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman
dan Peraturan-Peraturan;

|Peringatan

liPenutatan dan pendataan

|Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

||Penetapan Hari Sidang di SIPP




No.

Mutu Baku

Aktivitas

Panitera

Ketua

Persyaratan /

Pengganti JR/dB8 Majelis Perlengkapan Waktu Output

1 (Menerima berkas perkara Berkas perkara | 5 menit Berkas perkara
gugatan/permohonan dari ( )
Panitera untuk ditetapkan hari
sidang

2 |Mempelajari  berkas perkara N Berkas perkara | 5 Menit Berkas perkara
gugatan/permohonan “

3 |Menetapkan hari sidang dan Berkas perkara | 5 menit PHS
Menginput data dan tanggal
penetapan PHS di SIPP

4 |Mencetak dan menandatangani| v " Berkas perkara, | 5 menit | Data terinput pada SIPP dan
PHS serta Instrumen Panggilan, PHS PHS sudah ditanda tangani,
dan Mencatat hari Sidang pada instrumen pangagilan
court calender Hakim.

5 |Menyerahkan intrumen panggilan |}instrumen panggilan| 5 menit Relaas Panggilan
|kepada Jurusita/ Jurusita
Pengganti

6 |Menerima berkas perkara dari Berkas Perkara | 5 menit Berkas Perkara

Ketua Majelis.




